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Mengingat : 1.

b。

BUPATI MAGETAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32O ayat (1)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala

daerah menyampaikan rancangan Perda tentang

pertanggungiawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD

dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh

Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan

setelah tahun anggaran berakhir;

bahwa pertanggungiawaban pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana

dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan

Daerah tentang Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Betanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun

Anggaran 2Ol4;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia

Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
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Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 195O Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan

Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya

Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 195O

tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Timur Dan Undang-Undang

Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah

Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa

Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Joglakarta
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor

19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

273Ol.;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi
dan Bangunan (kmbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan trmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985

tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan t embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3

Nomor 47, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan lrmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungiawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4
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Nomor 66, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 44O0);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 1O4, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2O04 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor l3O, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2Dll tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 20ll Nomor 82,

Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
523a1;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tatnbahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2Ol5 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 Tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OO4 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuaagan Pimpinan dan Anggota

DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4

Nomor 90, Tambahan I-embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun
2OO7 lentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (kmbaran Negara

13.
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14.

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

45021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan l.ayanan Umum (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor l7l,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

Ssao);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 20O5 tentang Dana

Perimbangan (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun
20O5 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2O05 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah

diubah dengan Peratlrran Pemerintah Nomor 65 Tahun 2Ol0
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56

Tahun 2OOS tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor

110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2OO5 tentang Hibah
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

139, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (l,embaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2OO5 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5
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Nomor 15O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2O05 tentang

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO5 Nomor 165, Tambahan lrmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO6 Nomor
25, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
a6L4);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2OOg tentang
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (kmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 29721'

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif pemungutan

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (l.embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2OlO tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2Ol1 tentang
Pinjaman Daera-h (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 20ll Nomor 59, Tambahan l,embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5219);

26. Peraturan Presiden Nomor a7 Tahun 2Ol4 Tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
201 1 tentang Pembentukan Peraturan perundang-Undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
1ee);

27. Perat::uran Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2O06
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam



Negeri Nomor 13 Tahun 20O6 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2l Tahun 2OO7

tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah,

Penganggaran dan Pertanggungiawaban Penggunaan Belanja
Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Ralryat

Daerah serta Tata Cara Pengembalian T\rnjangan
Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2O09

tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran
Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan
Pertanggungiawaban Penggunaan Bantuan Keuangan partai

Politik;

3O. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahrtn 2OL3

Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan Dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2O13 Nomor 69O );

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Tahun 2014 Nomor 32);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 20O4

tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2004
Nomor 58) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6
Tahun 2OO7 lr.ntang Perubahan Ketiga Atas peraturan

Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2OO4 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magetan
(Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2OO7 Nomor
6);

33. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 20Og
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(l,embaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 200g
Nomor 8);

34. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun
2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten
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35.

Magetan pada Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat

Syariah Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan

Tahun 2O08 Nomor 10);

Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 201 I
tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
(Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2O11 Nomor
2, Tambahan l,embaran Daerah Kabupaten Magetan

Nomor l);

Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 3 Tahun 201I
tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2011
tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2011 Nomor 9);

Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2012
tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten
Magetan Tahun 2O12 Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2Ol2
tentang Rebibusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten
Magetan Tahun 2O12 Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor Z Tahun 2Ol2
tentang Pedoman Penyertaan Modal Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2Ol2 Nomor Z,

Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor
18);

Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2013
tentang Pembentukan Peraturan Daerah (lembaran Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan
le mbaran Daerah Nomor 35);

Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 11 Tahun
2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Talrun Anggaran 2Ol4 (Lembaran Daerah Kabupaten
Magetan Tahun 2O13 Nomor 12);

Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2014
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2014 (kmbaran Daerah Kabupaten
Magetan Tahun 2O14 Nomor 5);
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Dengan PersetuJuan Bersarna

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGETAN

dan

BUPATI MAGШAN

MEMUTUSKAN:

Menctapkan:PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNG」 AWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN  PENDAPATAN  DAN  BELAN」 A
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal I

(1) Pertanggungiawaban pelaksanaan APBD berupa laporan
keuangan memuat :

a. la.poran realisasi anggaran;

b. Neraca

c. l.aporan arus kas; dan

d. Catatan atas laporan keuangan.
(2) l,aporan keuangal sebagaimana dimaksud pada ayat (l)

dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan
keuangan Badan Usaha Milik Daerah/ Pemsahaan Daerah.

Pasa1 2

Laporan realisasi anggaran scbagalmana dunaksud dalalln Pasa1 1

huruf a Tahun Anggaran 2014 sebagal be五 kut:

a. Pcndapatan         Rp.1.471.812.527.966,69

b. Bclそ通可a             Rp.1.378.803.787.285,00

Surplus/(derlsit)          Rp. 93.008.740.681,69

c. Pcmbiayaan

― PeneHmaan       Rp.  147.057.267.799,15

- Pengeluaran      R。 .   16.842.000.000.00

Surplus/(dCFlsitl              Rp.130.215.267.799,15

d. Sisa Lcbih Pcmbiayaan

Anggaran(SILPA)    Rp.  223.224.008.480,84

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 sebagai berikut :



(3)

(4)

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah

Rp. 67.215.473.036,69 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pendapatan

setelah perubahan

b. Realisasi

Selisihlebih/(kurang) Rp. 67.215.873.036,69
(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah

(Rp. 156.513.510.444,15) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran belanja

setelahperubahan Rp. 1.535.317.292.229,\s
b. Realisasl Rp. 1.378.803.787.285.00

Selisih lebih/(kurang) (Rp. 156.513.510.444,15)
Selisih anggaran dengan realisasi surplus/delisit sejumlah
Rp.223.729.383.480,84 dengan rincian sebagai berikut :

a. Surplus/(defrsit )

setelah perubahan (Rp. 130.720.642.299,15)
b. Realisasi Rp. 93.0O8.74O.681,69

Selisih lebih/(kurang) Rp. 223.729.383.48O,a4
Selisih Ernggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan
sejumlah (Rp. 2. 163.375.0O0,0O) dengan rincian sebagai
berikut:

a. Anggaran penerimaan

pembiayaan setelah

perubahan

b. Realisasi

Selisihlebih/(kurang) (Rp. 2.163.375.000,00)
(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan

sejumlah (Rp. 1.658.000.000,00) dengan rincian sebagai
berikut :

a. Anggaranpengeluaran

pembiayaan setelah
perubahan

b. Realisasi

Selisihlebih/(kurang) (Rp. 1.658.000.000,00)
(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah

(Rp. 505.375.000,00) dengan rincian sebagai berikut:
a. Anggaran pembiayaan neto

setelah perubahan Rp. l3O.Z2O.642.Zgg,ls
b. Realisasi Rp. t3O.215.267.299.L5

Selisihlebih/(kurang) (Rp. S0S.375.OOO,0O)

Rp. 1.404.596.654.930,00

Rp. 1.47 1.812.527 .966.69

Rp. 149.220.642.799,15

Rp. 147.057.267.799.15

Rp. 18.5O0.000.O00,0O

Rp. 16.842.0OO.000.00
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Pasa1 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal l huruf b per 31

Desember 2014 sebagai berikut:

a.」un■lah aset                Rp.3.065.105.677.703,69

b.」unllah KcwaJlban           Rp.    1.588.417.278,30

c.」unllah ekuitas dana         Rp.3.063.517.260425,39

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam pasal t huruf c
untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun
2Ol4 sebagai berikut :

a. Saldo kas awal per l Januari 2O14 Rp. 13S.O16.999.735,73
b. Arus kas dari aktivitas operasi Rp. 222.324.810.662,T1
c. Arus kas dari aktivitas investasi

aset non keuangan (Rp. 182.627.821.692,00)
d. Arus kas dari aktivitas

pembiayaan (Rp. 6.455.375.000,00)
e. Arus kas dari aktivitas non

anggaran Rp. O,0O

f. Saldo kas akhir per 31 Desember
tahun 2014 Rp. 213.258.613.T06,44

Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pasal I
huruf d Tahun Anggaran 2Ol4 memuat informasi baik secara
kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 7

Pertanggungiawaban pelaksanaan ApBD sebagaimana dimaksud
pada Pasal 1 tercantum dalam I"ampiran peraturan Daerah ini,
terdiri dari :

a. l,ampiran I : l,aporan realisasi anggaran;
Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran

menurut urusan pemerintahan daerah dan
organisasi;

―
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Lampiran I.2

Lampiran I.3

Lampiran I.4

Lampiran I.5
Lampiran I.6
L,ampiran I.7

Lampiran I.8

Lampiran I.9

Lampiran I. l0
L,ampiran I.1l

b. la.mpiran II
c. Lampiran III
d. lampiran IV

Rincian laporan realisasi anggaran

menurut urusan pemerintahan daerah,

organisasi, pendapatan, belanja dan

pembiayaan;

Rekapitulasi realisasi anggaran belanja

daerah menurut urusan pemerintah

daerah, organisasi, program dan kegiatan;

Rekapitulasi realisasi anggaran belanja

daerah untuk keselarasan dan
keterpaduan urusan pemerintahan daerah
dan fungsi dalam kerangka pengelolaan

keuangan;

Daftar piutang daerah;

Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
Daftar realisasi penambahan dan
pengurangan aset tetap daerah;

DaJtar realisasi penambahan dan
pengurangan aset lainnya;
Daftar kegiatan-kegiatan yang belum
diselesaikal sampai al<hir tahun dan
dianggarkan kembali dalam tahun
anggaran berikutnya;
Daftar dana cadangan daerah; dan
Daftar pinjaman daerah dan obligasi
daerah;

Neraca;

Laporan arus kas;

Catatan atas laporan keuangan.

Pasal 8

l,ampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal
I ayat (21 terdiri dari :

a. Laporan kinerja tercantum dalam l,ampiran V peraturan
Daerah ini.

b. Ikhtisar laporan keuangar Badan Usaha Milik
Daerah/Perusahaan Daerah tercantum dalam Lampiran VI
Peraturan Daerah ini.
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Pasal 9

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran

Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD) sebagai rincian lebih lanjut dari
pertanggunglawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD).

Pasal 1O

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magetan.

Ditctapkan di Magetan

pada tangga1 4 Agustus 2015

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 4 Agusrus 2015

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2015 NOMOR 3

ANTRI

Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,
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